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ABSTRACT

This study aims to examine the application of digitalization in public administration and its impact on
transparency and public participation. The method used in this study is thematic analysis with data
collection through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that
digitalization in public administration plays an important role in increasing government transparency, by
facilitating public access to public information that was previously difficult to access manually. In addition,
the use of digital platforms also encourages more active public participation in decision-making and
providing feedback on public services. Government officials involved in digitalization policies have a key
role in designing and implementing effective policies, so as to optimize public services. Overall, this study
confirms that digitalization not only increases efficiency, but also strengthens accountability and creates
greater space for public participation. Therefore, the application of digital technology in public
administration must continue to be encouraged to create a more transparent, responsive, and inclusive
government.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan digitalisasi dalam administrasi publik dan dampaknya
terhadap transparansi serta partisipasi masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis tematik dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi dalam administrasi publik berperan penting dalam
meningkatkan transparansi pemerintah, dengan mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik
yang sebelumnya sulit diakses secara manual. Selain itu, penggunaan platform digital juga mendorong
partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam pengambilan keputusan dan memberikan umpan balik terkait
pelayanan publik. Pejabat pemerintah yang terlibat dalam kebijakan digitalisasi memiliki peran kunci dalam
merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang efektif, sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan
publik. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa digitalisasi tidak hanya meningkatkan
efisiensi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan menciptakan ruang lebih besar bagi partisipasi
masyarakat. Oleh karena itu, penerapan teknologi digital dalam administrasi publik harus terus didorong
untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan inklusif.

Kata Kunci: Digitalisasi, Administrasi Publik, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Pelayanan Publik

PENDAHULUAN penerapan yang efektif, terutama di

Transformasi digital telah menjadi negara berkembang (World Bank, 2021).
fenomena global yang mengubah Indonesia, sebagai salah satu negara
berbagai aspek kehidupan, termasuk dengan potensi besar dalam transformasi
dalam sektor administrasi publik. Dalam digital, menghadapi tantangan dalam
era ini, digitalisasi dianggap sebagai mengintegrasikan  teknologi  untuk
solusi untuk meningkatkan transparansi, menciptakan administrasi publik yang
efisiensi, dan partisipasi masyarakat lebih transparan dan inklusif (Setiawan,
dalam tata kelola pemerintahan (OECD, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini
2020). Namun, meskipun banyak negara penting dilakukan untuk menjawab
telah mengadopsi teknologi digital, kebutuhan mendesak dalam
masih terdapat kesenjangan dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai
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alat untuk memperbaiki kualitas tata
kelola pemerintahan.

Pemilihan objek penelitian dalam
kajian ini didasarkan pada relevansi
sektor administrasi publik sebagai garda
terdepan dalam pelayanan masyarakat.
Administrasi publik memiliki
karakteristik ~ yang unik  karena
melibatkan interaksi langsung antara
pemerintah dan masyarakat (Denhardt &
Denhardt, 2015). Dalam konteks ini,
penerapan teknologi digital memiliki
potensi besar untuk meningkatkan
kepercayaan publik melalui transparansi
dan partisipasi yang lebih baik (Mergel
etal., 2019). Berbeda dengan sektor lain,

administrasi publik memiliki
kompleksitas yang tinggi, termasuk
keragaman  kebutuhan  masyarakat,

regulasi yang dinamis, dan tantangan
koordinasi antar lembaga (Hood, 2022).
Oleh sebab itu, fokus pada sektor ini
memberikan peluang untuk mengungkap
dinamika yang tidak ditemukan pada
sektor lainnya.

Penelitian ini mengkaji hubungan

antara digitalisasi, transparansi, dan
partisipasi masyarakat dalam
administrasi publik. Digitalisasi

dianggap sebagai variabel independen
yang dapat memengaruhi dua variabel
dependen utama, yaitu transparansi dan
partisipasi (Bekkers & Tummers, 2020).
Transformasi digital diharapkan mampu
meningkatkan akses masyarakat
terhadap informasi (transparansi) serta
mendorong keterlibatan aktif masyarakat
dalam pengambilan keputusan
(partisipasi) (Chatfield & Reddick,
2018). Keterkaitan ini mencerminkan
pentingnya teknologi sebagai pendorong
perubahan positif dalam tata kelola
pemerintahan.

Meskipun telah banyak penelitian
mengenai digitalisasi dalam administrasi
publik, sebagian besar penelitian
sebelumnya lebih berfokus pada aspek
teknis implementasi teknologi tanpa
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memperhatikan dampaknya terhadap
transparansi dan partisipasi  secara
holistik. Sebagai contoh, penelitian oleh
Smith et al. (2022) menyoroti efisiensi
administratif melalui digitalisasi, namun
kurang membahas kontribusinya
terhadap partisipasi masyarakat. Selain
itu, kajian lain seperti oleh Rahman et al.

(2021) lebih  menekankan  pada
tantangan teknis tanpa mengeksplorasi
potensi  transparansi  sebagai  hasil

transformasi digital. Kesenjangan ini
menunjukkan perlunya penelitian yang
mengintegrasikan kedua aspek tersebut
dengan pendekatan yang komprehensif
(Heeks, 2020).

Penelitian menawarkan
kebaruan  dengan  menggabungkan
analisis transparansi dan partisipasi

sebagai hasil dari penerapan digitalisasi

ini

dalam administrasi publik melalui
pendekatan kualitatif. Dengan
memahami  hubungan ini  secara

mendalam, penelitian ini diharapkan
dapat memberikan kontribusi signifikan
bagi pengembangan strategi
transformasi digital di sektor publik.
Manfaat yang diharapkan meliputi
peningkatan efektivitas tata kelola,
penguatan kepercayaan masyarakat, dan
optimalisasi  penggunaan  teknologi
dalam pelayanan publik. Tujuan utama
dari penelitian ini adalah untuk
mengidentifikasi faktor-faktor kunci
dalam implementasi digitalisasi yang
dapat mendorong transparansi dan
partisipasi, serta memberikan
rekomendasi praktis bagi pemerintah
dan pemangku kepentingan terkait.

KAJIAN PUSTAKA
Digitalisasi ~ dalam
Publik

Digitalisasi didefinisikan sebagai
proses penggunaan teknologi digital
untuk mengubah sistem, proses, dan
layanan agar lebih efisien dan responsif
(Cordella & Bonina, 2021). Dalam

Administrasi
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administrasi publik, digitalisasi
melibatkan penerapan teknologi
informasi untuk meningkatkan efisiensi
operasional, transparansi, dan

keterlibatan masyarakat (Janssen et al.,
2021). Teknologi seperti e-government,
big data, dan platform digital
memungkinkan ~ pemerintah  untuk
menyampaikan informasi secara lebih
cepat dan akurat, sehingga
meningkatkan  aksesibilitas  layanan
publik (Alcaide-Mufioz et al., 2022).
Digitalisasi juga dianggap sebagai alat
untuk mengurangi  korupsi melalui
pencatatan yang lebih transparan (Mistry
& Jalal, 2020).

Transparansi dalam Administrasi
Publik

Transparansi merujuk  pada
keterbukaan  informasi  pemerintah

kepada publik, yang mencakup akses
terhadap data dan proses pengambilan
keputusan (Fox, 2021). Transparansi
dianggap sebagai elemen kunci dalam
membangun kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah (Cucciniello et al.,
2021). Dengan adanya transparansi,
masyarakat dapat mengevaluasi kinerja
pemerintah dan berpartisipasi secara
aktif dalam proses tata kelola (Meijer,
2021). Teknologi digital berperan
penting dalam menciptakan transparansi
melalui penyediaan informasi secara
real-time dan terbuka (Linders, 2019).
Partisipasi dalam Administrasi
Publik Partisipasi masyarakat dalam
administrasi publik mencakup berbagai
bentuk keterlibatan warga, mulai dari
pemberian masukan hingga pengambilan
keputusan bersama (Roberts, 2020).
Partisipasi aktif meningkatkan legitimasi
kebijakan pemerintah dan memastikan
kebijakan  tersebut sesuai dengan
kebutuhan masyarakat (Janssen &
Helbig, 2021). Digitalisasi memberikan
peluang  baru  untuk  partisipasi
masyarakat melalui platform online,

9273

media sosial, dan aplikasi berbasis
komunitas (Cordella & Tempini, 2020).

Hubungan Digitalisasi, Transparansi,
dan Partisipasi

Penelitian oleh Janssen et al.
(2021) dan Luna-Reyes & Gil-Garcia
(2021) menegaskan adanya keterkaitan
sinergis antara digitalisasi, transparansi,
dan partisipasi dalam tata kelola
pemerintahan. Teknologi digital
memungkinkan transparansi yang lebih
besar melalui keterbukaan informasi,
sementara transparansi menjadi landasan
bagi partisipasi masyarakat yang lebih
luas. Kombinasi ini tidak hanya
meningkatkan efisiensi, tetapi juga
memperkuat legitimasi kebijakan publik
melalui keterlibatan masyarakat secara
langsung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ~ ini  menggunakan
pendekatan kualitatif untuk memahami
secara mendalam hubungan antara
digitalisasi, transparansi, dan partisipasi
dalam administrasi publik. Pendekatan
ini  dipilih  karena memungkinkan
eksplorasi fenomena secara holistik dan
kontekstual (Creswell, 2014). Berikut
adalah tahapan dan metode yang
digunakan:

Desain Penelitian

Penelitian ~ ini  menggunakan
metode studi kasus dengan pendekatan
deskriptif-eksploratif. Studi kasus dipilih
karena mampu menggali  secara
mendalam implementasi  digitalisasi
dalam administrasi publik di suatu
konteks tertentu (Yin, 2018). Penelitian
ini berfokus pada kasus pemerintah
daerah di Indonesia yang telah
menerapkan teknologi digital dalam
pelayanan publik.

Teknik Pengumpulan Data
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1) Wawancara Mendalam: Dilakukan
dengan pemangku kepentingan utama,
seperti pejabat pemerintah,
pengembang teknologi, dan
masyarakat pengguna layanan publik.
Pertanyaan wawancara dirancang
untuk mengeksplorasi pengalaman,
tantangan, dan dampak digitalisasi
terhadap transparansi dan partisipasi.

2) Observasi  Partisipatif:  Peneliti
melakukan pengamatan langsung
terhadap proses digitalisasi dan
interaksi antara pemerintah dan
masyarakat melalui platform digital.

3) Dokumentasi: Data sekunder
dikumpulkan dari laporan resmi,
kebijakan pemerintah, serta literatur
terkait digitalisasi administrasi publik.

Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini

adalah seluruh pemerintah daerah di
Indonesia yang telah menerapkan e-
government dan platform digital dalam
pelayanan publik. Adapun sampel
penelitian ini  diambil dari satu
pemerintah daerah yang dianggap
representatif dalam penerapan
digitalisasi tersebut. Sampel ini terdiri
dari:

1) Pejabat Pemerintah: Sampel diambil
dari 5-10 pejabat pemerintah yang
terlibat langsung dalam proses
perencanaan  dan  implementasi
digitalisasi ~ administrasi  publik,
seperti pejabat dari dinas terkait,
pengembang kebijakan, serta
pengelola platform digital.

2) Masyarakat Pengguna  Layanan
Digital: Sampel diambil dari 10-15
masyarakat yang aktif menggunakan
layanan digital yang disediakan oleh
pemerintah daerah tersebut. Mereka
dipilih berdasarkan kriteria tertentu,
seperti frekuensi penggunaan
platform, tingkat kepuasan, dan
partisipasi dalam proses administrasi
publik secara digital.

Validitas dan Reliabilitas

1) Triangulasi Data: Menggabungkan
hasil wawancara, observasi, dan
dokumentasi  untuk  memastikan
konsistensi temuan.

2) Member Checking: Mengonfirmasi
hasil wawancara kepada responden
untuk  memvalidasi  interpretasi
peneliti.

3) Audit Trail: Mencatat seluruh proses
penelitian untuk memastikan
transparansi dan keterlacakan data.

Teknik Analisis Data
Data dianalisis menggunakan
pendekatan analisis tematik (Braun &
Clarke, 2006). Tahapan analisis
meliputi:
1) Familiarisasi data melalui transkrip
wawancara, catatan observasi, dan
dokumen.

2) Pemberian kode untuk
mengidentifikasi tema-tema utama.

3) Pengelompokan tema untuk
menemukan pola hubungan antara
digitalisasi, transparansi, dan
partisipasi.

4) Penarikan kesimpulan berdasarkan
interpretasi data dan teori yang
relevan.

HASIL DAN
PENELITIAN
Tabel 1. Karakteristik Responden

PEMBAHASAN

Kategori Karakteristik

Pejabat Pemerintah

Jabatan Kepala dinas, kepala
subbagian teknologi
informasi, pengelola
platform digital.

Pengalaman  Berpengalaman di

Kerja bidang administrasi
publik dan teknologi
informasi, terlibat
dalam penerapan e-
government.

Tingkat Gelar pendidikan

Pendidikan tinggi di  bidang
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administrasi  publik,
teknologi  informasi,
atau bidang terkait

lainnya.
Tingkat Peran aktif dalam
Keterlibatan ~ pengembangan  dan
implementasi
kebijakan digitalisasi
di instansi
pemerintah.

Masyarakat Pengguna Layanan
Digital

Usia Mayoritas berada
dalam usia produktif
(18-50 tahun).
Kelompok usia yang
terbiasa dengan
teknologi digital.
Pendidikan Sebagian besar
memiliki pendidikan
minimal SMA,
dengan sebagian
lainnya memiliki
pendidikan tinggi.
Frekuensi Pengguna aktif
Penggunaan  platform digital untuk
Layanan layanan publik,
Digital seperti  administrasi,
pembayaran  pajak,
survei publik.
Tingkat Terlibat dalam
Kepuasan memberikan  umpan
dan balik atau partisipasi
Partisipasi dalam  pengambilan
keputusan publik
melalui platform
digital, dengan tingkat
kepuasan yang
bervariasi.

Dalam penelitian ini, responden
dibagi menjadi dua kelompok utama,
yaitu pejabat pemerintah dan masyarakat
pengguna layanan digital. Masing-
masing kelompok memiliki karakteristik
yang mencerminkan  peran  dan
keterlibatannya dalam proses digitalisasi
administrasi  publik. Berikut adalah
uraian lebih lanjut mengenai
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karakteristik kedua kelompok responden
tersebut:
1) Pejabat Pemerintah

Karakteristik  pejabat pemerintah
responden penelitian ini  meliputi
berbagai aspek yang mendukung
peran mereka dalam digitalisasi
administrasi publik.

a) Jabatan: Responden dari kelompok
ini adalah pejabat yang memiliki
posisi penting dalam pengambilan
keputusan  dan  implementasi
kebijakan  digitalisasi, seperti
kepala dinas, kepala subbagian
teknologi informasi, dan pengelola
platform digital.

b) Pengalaman Kerja: Sebagian besar
responden memiliki pengalaman
dalam administrasi publik dan
teknologi informasi, serta terlibat
langsung dalam penerapan e-
government di instansi mereka.

c) Tingkat Pendidikan: Mayoritas
pejabat ini  memiliki  gelar
pendidikan tinggi di bidang
administrasi  publik, teknologi
informasi, atau bidang terkait yang
memperkuat pemahaman mereka
dalam merencanakan dan
mengimplementasikan kebijakan
digitalisasi.

d) Tingkat Keterlibatan: Para pejabat
ini terlibat aktif dalam proses
perencanaan, pengembangan, dan
implementasi kebijakan
digitalisasi di instansi pemerintah
tempat mereka bekerja.

2) Masyarakat  Pengguna  Layanan

Digital

Masyarakat pengguna layanan digital

juga memiliki karakteristik yang

berbeda-beda, mencerminkan

keterlibatan mereka dalam

pemanfaatan teknologi digital dalam

kehidupan sehari-hari.

a) Usia: Mayoritas responden berasal
dari kelompok usia produktif (18-
50 tahun), yang lebih terbiasa dan
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familiar ~ dengan  penggunaan
teknologi digital.

b) Pendidikan:  Sebagian  besar
responden  memiliki  tingkat

pendidikan minimal SMA, namun
ada juga yang memiliki pendidikan

tinggi, yang  mempengaruhi
kemampuan mereka  dalam
menggunakan layanan digital
dengan lebih efektif.

Frekuensi Penggunaan Layanan
Digital: Responden dalam
kelompok ini adalah pengguna
aktif layanan digital, seperti
pengurusan administrasi,

pembayaran pajak, dan partisipasi
dalam survei publik melalui
platform digital.

d) Tingkat Kepuasan dan Partisipasi:

Mereka tidak hanya menggunakan

layanan  digital, tetapi juga
memberikan umpan balik dan
terlibat  dalam  pengambilan

keputusan publik melalui platform
digital, dengan tingkat kepuasan
yang bervariasi.

Validitas dan Reliabilitas
Triangulasi Data

Tabel 2. Hasil Triangulasi Data

Sumber Temuan Kesimpulan
Data Utama dari
Triangulasi
Wawancara Penerapan Digitalisasi
Mendalam platform mendorong
digital peningkatan
meningkatkan  transparansi dan
transparansi partisipasi aktif
dengan masyarakat
mempercepat dalam
akses administrasi
masyarakat publik.
terhadap
informasi.
Masyarakat
merasa  lebih
terlibat dalam
pengambilan
keputusan.
Observasi Pengamatan Penggunaan
Partisipatif langsung platform digital
menunjukkan memungkinkan
bahwa partisipasi lebih
masyarakat aktif dan
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lebih  banyak transparansi
menggunakan  yang lebih baik
platform di kalangan
digital untuk masyarakat.
mengakses

layanan

administrasi,

meningkatkan

interaksi

dengan

pemerintah.

Dokumentasi  Laporan Kebijakan
kebijakan pemerintah
menunjukkan mendukung
bahwa temuan bahwa
penggunaan e- digitalisasi
government administrasi
memfasilitasi publik
keterbukaan meningkatkan
informasi dan transparansi dan
pengelolaan partisipasi.

anggaran yang
lebih
transparan.

Member checking
Tabel 3. Hasil Member Checking:

Temuan Umpan Revisi dan
Awal Balik Penyempurnaa
Responden n
Digitalisasi Beberapa Revisi:
meningkatkan  responden Menambahkan
transparansi merasa catatan  bahwa
dalam bahwa meskipun  ada
administrasi meskipun peningkatan,
publik dengan  akses masih terdapat
menyediakan  informasi keterbatasan
akses lebih mudah, dalam hal
informasi belum semua ketersediaan
yang lebih  data data.
cepat. dipublikasika
n secara
terbuka.
Masyarakat Ada Revisi:
merasa lebih  responden Menyatakan
terlibat dalam yang merasa bahwa
pengambilan bahwa meskipun
keputusan partisipasi platform digital
melalui mereka membuka
platform terbatas pada peluang
digital. pengisian partisipasi,
survei online  bentuk
dan tidak partisipasi yang
melibatkan lebih mendalam
diskusi aktif masih terbatas.
dalam
pengambilan
keputusan.
Teknologi Beberapa Revisi:
digital pejabat Menambahkan
memungkinka  merasa bahwa
n pengawasan bahwa meskipun
anggaran yang meskipun pengawasan
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lebih transparansi anggaran
transparan di  meningkat, semakin
pemerintahan. masih  ada transparan,
tantangan kompleksitasny
dalam a meningkat
pengawasan dengan adanya
yang banyak  pihak
melibatkan terkait.
banyak
pihak.
Audit Trail
Tabel 4. Pencatatan dalam Audit
Trail:
Langkah Deskripsi Catatan/Keputu
san
Pengumpula  Wawancara Wawancara
n Data dengan 5 dilakukan pada 1
pejabat Desember 2024
pemerintah di kantor
terkait pemerintah
implementasi  daerah A
digitalisasi di  Pertanyaan
pemerintah wawancara
daerah. dikirim
sebelumnya.
Analisis Pengkodean Kode "T1"
Data data dari  digunakan untuk
transkrip tema tentang
wawancara transparansi.
pejabat untuk  Kode ini merujuk
mengidentifik pada pernyataan
asi tema tentang akses
tentang informasi.
transparansi
digital.
Pengelompo  Pengelompok  Tema  tentang
kan Tema an tema "Keterlibatan
mengenai Masyarakat"
pengaruh digabung dengan
digitalisasi tema "Akses
terhadap Informasi”
partisipasi karena hubungan
masyarakat. erat keduanya.
Refleksi Menyadari Mencatat bahwa
Peneliti bahwa mungkin ada
sebagian ketidakjelasan
besar dalam
responden pemahaman
merasa bahwa responden
transparansi tentang
meningkat, transparansi
tetapi yang
beberapa sesungguhnya.
merasa bahwa
informasi
masih
terbatas.
Penyusunan ~ Mengembang  Menambahkan
Laporan kan bab kutipan dari
pembahasan wawancara yang
berdasarkan menunjukkan
pandangan
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hasil analisis beragam tentang
tematik. transparansi dan
partisipasi.
Analisis Data

Familiarisasi Data

Pada tahap awal analisis tematik,
peneliti melakukan familiarisasi
terhadap data yang diperoleh melalui
wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Proses ini dimulai dengan membaca
transkrip wawancara mendalam dengan
responden dari dua kelompok utama,
yaitu pejabat pemerintah dan masyarakat
pengguna layanan digital. Peneliti
mencermati konteks dan wawasan yang
diberikan oleh responden mengenai
penerapan digitalisasi dalam
administrasi publik, serta dampaknya
terhadap transparansi dan partisipasi
masyarakat. Selain itu, catatan observasi

yang diperolen selama observasi
partisipatif juga dianalisis, mengingat
interaksi  antara  pemerintah  dan

masyarakat melalui platform digital
sangat penting. Data sekunder yang
berupa laporan resmi dan kebijakan
pemerintah  juga dipelajari  untuk
memperkaya pemahaman terhadap topik
yang diteliti. Tujuan dari familiarisasi
data ini adalah untuk mendapatkan
gambaran umum dari keseluruhan data
yang telah  dikumpulkan, serta
mengidentifikasi pola atau tema awal
yang mungkin muncul.

Pemberian Kode

Setelah tahap familiarisasi, peneliti
melanjutkan ke tahap pemberian kode
pada data untuk mengidentifikasi tema-
tema utama. Pada proses ini, bagian-
bagian data yang relevan dengan tema
tertentu diberi kode, seperti "T1" untuk
transparansi dan "P1" untuk partisipasi
masyarakat. Misalnya, pernyataan dari
pejabat pemerintah yang berkaitan
dengan transparansi, seperti ‘“Penerapan
e-government memungkinkan
masyarakat untuk mengakses informasi
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secara real-time,” diberi kode T1. Begitu
juga dengan pernyataan tentang
partisipasi, seperti “Partisipasi
masyarakat meningkat karena mereka
bisa memberikan masukan melalui
platform digital,” diberi kode PI.
Pengkodean ini membantu peneliti untuk
mengorganisasi data menjadi kategori
yang lebih mudah dianalisis dan
menemukan elemen-elemen kunci yang

berkaitan dengan topik penelitian.
Dengan demikian, pemberian kode
mempermudah peneliti untuk

mengidentifikasi tema yang relevan serta
mendalami faktor-faktor yang
mendukung atau menghambat penerapan
digitalisasi dalam administrasi publik.

Pengelompokan Tema

Setelah pemberian kode, tahap
selanjutnya adalah pengelompokan data
berdasarkan tema-tema yang lebih besar
untuk  mencari  hubungan antara
digitalisasi, transparansi, dan partisipasi
dalam administrasi publik.
Pengelompokan  dilakukan  dengan
mengidentifikasi tema-tema utama yang
berhubungan erat, seperti digitalisasi
dalam administrasi publik, transparansi,
dan partisipasi masyarakat. Sebagai
contoh, tema utama pertama yang
ditemukan adalah Digitalisasi dalam
Administrasi Publik, dengan sub-tema
seperti penggunaan platform digital
(kode D1) dan efisiensi dalam pelayanan
publik (kode D2). Tema kedua,
Transparansi dalam Administrasi Publik,
mencakup sub-tema terkait akses
informasi bagi masyarakat (kode T1) dan
keterbukaan dalam pengambilan
keputusan (kode T2). Tema ketiga, yaitu
Partisipasi Masyarakat, melibatkan sub-
tema seperti keterlibatan masyarakat
dalam pengambilan keputusan (kode P1)
dan respons masyarakat terhadap
pelayanan digital (kode P2). Proses
pengelompokan ini  memungkinkan
peneliti  untuk  menemukan pola
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hubungan antar tema, seperti bagaimana

digitalisasi mendukung peningkatan
transparansi, yang pada gilirannya
mendorong  partisipasi  masyarakat.
Pengelompokan  tema ini  juga

mempermudah penulisan pembahasan
hasil penelitian dengan menunjukkan
hubungan antara berbagai variabel yang
diteliti.

PEMBAHASAN
Digitalisasi ~ dalam
Publik

Penelitian ini menunjukkan bahwa
penerapan digitalisasi dalam
administrasi ~ publik  meningkatkan
efisiensi, aksesibilitas, dan efektivitas
pelayanan publik. Masyarakat kini dapat
mengakses informasi dan layanan secara
lebih cepat dan mudah melalui platform
digital.

Hasil ini sejalan dengan temuan
dalam penelitian oleh Mergel et al.
(2019) yang mengungkapkan bahwa
penerapan teknologi digital dalam
administrasi  publik  memungkinkan
penyederhanaan prosedur administratif
dan memberikan akses yang lebih besar
bagi masyarakat untuk memperoleh
informasi publik. Bekkers & Tummers
(2020) juga menyoroti bagaimana
digitalisasi dapat mengurangi biaya
transaksi dan mempercepat proses
birokrasi.

Namun, penelitian
menambahkan dimensi

Administrasi

ini  juga
baru bahwa

digitalisasi tidak hanya mengurangi
biaya  administratif, tetapi  juga
mempercepat akses informasi yang

sebelumnya terhambat oleh waktu dan
ruang. Hal ini memberikan kontribusi
lebih dalam meningkatkan efisiensi
pelayanan publik di Indonesia, yang
masih dalam tahap pengembangan
infrastruktur digital di beberapa daerah.
Transparansi dalam Administrasi
Publik
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Digitalisasi dapat meningkatkan
transparansi dalam administrasi publik
dengan menyediakan akses yang lebih

luas terhadap informasi kebijakan,
pengambilan keputusan, dan proses
administratif. Masyarakat dapat

mengakses data secara lebih terbuka dan
lebih mudah.

Temuan ini sejalan dengan hasil
penelitian oleh Chatfield & Reddick
(2018), yang menunjukkan bahwa
platform digital dapat memfasilitasi
transparansi dengan mempublikasikan
data secara terbuka dan memungkinkan
publik untuk mengaksesnya dengan
mudah. Hal ini juga didukung oleh Hood
(2022), yang menyatakan bahwa
digitalisasi memperkuat akuntabilitas
pemerintah melalui akses yang lebih
terbuka terhadap informasi terkait
kebijakan dan pengambilan keputusan.

Namun, penelitian ini menambah
wawasan dengan menunjukkan bahwa
meskipun  digitalisasi meningkatkan
transparansi, akses terhadap informasi
masih bergantung pada literasi digital
dan infrastruktur teknologi, yang
menjadi tantangan di banyak daerah di
Indonesia. OECD (2020) juga mencatat
adanya kesenjangan dalam penerapan
digitalisasi di negara berkembang yang
perlu  diatasi untuk  memastikan
tercapainya transparansi yang optimal.
Partisipasi Masyarakat dalam
Administrasi Publik

Penerapan digitalisasi tidak hanya
mempercepat pelayanan dan
meningkatkan transparansi, tetapi juga
membuka ruang bagi masyarakat untuk
berpartisipasi ~ lebih  aktif  dalam
administrasi publik. Masyarakat dapat

memberikan  masukan, mengajukan
keluhan, atau bahkan berpartisipasi
dalam diskusi  kebijakan  melalui

platform digital.
Hasil ini mendukung penelitian
olen Mergel et al. (2019) vyang
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menemukan bahwa digitalisasi
memungkinkan partisipasi yang lebih
luas dalam pemerintahan. Melalui
platform digital, masyarakat bisa terlibat
dalam proses pengambilan keputusan
dan memberikan feedback secara
langsung kepada pemerintah. Smith et al.
(2022) juga menyoroti bagaimana e-
participation mendorong keterlibatan
masyarakat dalam pembuatan kebijakan
publik, baik melalui konsultasi publik
secara online maupun partisipasi dalam
platform media sosial.

Namun, penelitian ini lebih lanjut
menunjukkan bahwa meskipun platform
digital memberikan peluang untuk
partisipasi lebih besar, tantangan muncul
ketika akses ke teknologi masih terbatas
bagi sebagian masyarakat, terutama di
daerah terpencil, yang menjadi hambatan
dalam mencapai partisipasi yang inklusif
dan merata.

Hubungan Antara Digitalisasi,
Transparansi, dan Partisipasi

Digitalisasi terbukti meningkatkan
transparansi dan partisipasi  secara
simultan. Dengan informasi yang lebih
terbuka dan mudah diakses, masyarakat
menjadi  lebih  terdorong  untuk
berpartisipasi dalam proses administrasi
publik.

Penelitian mengkonfirmasi
temuan Heeks (2020) yang
menunjukkan bahwa digitalisasi dalam
administrasi publik memiliki dampak
positif  terhadap transparansi  dan
partisipasi masyarakat. Rahman et al.
(2021) juga menekankan  bahwa
digitalisasi memperkuat keterlibatan
masyarakat dengan pemerintah,
memungkinkan mereka untuk
memberikan masukan dan mengakses
data secara langsung. Hasil penelitian ini
menambah pemahaman bahwa kedua
variabel ini (transparansi dan partisipasi)
saling mendukung satu sama lain dalam
konteks digitalisasi administrasi publik.

ini
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Penelitian ini juga menyoroti
adanya potensi yang belum sepenuhnya
terealisasi, yaitu dalam mengatasi
kesenjangan akses teknologi. Ini menjadi
tantangan yang perlu diatasi untuk
memastikan bahwa digitalisasi dapat
membawa manfaat yang optimal dalam
memperkuat transparansi dan partisipasi.

Tantangan dan Hambatan dalam
Penerapan Digitalisasi

Meskipun digitalisasi membawa
banyak manfaat, terdapat tantangan yang
dihadapi  dalam  implementasinya,
termasuk ketimpangan dalam akses
teknologi dan rendahnya literasi digital
di beberapa kalangan masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan World
Bank (2021) yang menyatakan bahwa
negara berkembang sering menghadapi
tantangan besar dalam mengadopsi
teknologi digital, termasuk keterbatasan
infrastruktur, kesenjangan akses digital,

dan rendahnya literasi digital di
masyarakat. OECD  (2020) juga
menekankan bahwa meskipun

digitalisasi menawarkan potensi besar
untuk meningkatkan efisiensi
pemerintahan, akses yang tidak merata
menjadi hambatan utama yang perlu
diatasi.

Penelitian ini melengkapi
pandangan tersebut dengan
menunjukkan bahwa ketimpangan dalam
akses teknologi dan infrastruktur di
Indonesia masih menjadi tantangan
besar, khususnya di daerah-daerah
terpencil yang memerlukan perhatian
lebih untuk mengoptimalkan manfaat
digitalisasi.

PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan temuan yang
diperoleh, dapat disimpulkan bahwa
penerapan digitalisasi dalam

administrasi publik memberikan dampak
positif yang signifikan, terutama dalam
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meningkatkan transparansi dan
partisipasi  masyarakat.  Digitalisasi
mempermudah  akses ~ masyarakat
terhadap  informasi  publik  yang
sebelumnya mungkin sulit diakses
melalui  cara  manual, sehingga
mempertinggi transparansi pemerintah
dalam menyampaikan kebijakan dan

pelayanan publik. Selain itu,
penggunaan platform digital juga
memungkinkan ~ masyarakat  untuk

berpartisipasi lebih aktif dalam proses
pemerintahan, baik dalam pengambilan
keputusan maupun dalam memberikan
umpan balik terkait pelayanan yang
diterima. Hal ini tercermin dari
meningkatnya keterlibatan masyarakat
dalam berbagai platform digital yang
disediakan oleh pemerintah. Pejabat
pemerintah  yang terlibat  dalam
penerapan kebijakan digitalisasi juga
memegang peranan  kunci  dalam
mendukung implementasi yang efektif.
Dengan pengalaman dan keahlian di
bidang administrasi publik dan teknologi
informasi, mereka berperan penting
dalam merancang, mengembangkan, dan
mengimplementasikan kebijakan
digitalisasi yang dapat mengoptimalkan
pelayanan publik. Secara keseluruhan,
penelitian ini  menegaskan bahwa
digitalisasi dalam administrasi publik
tidak hanya meningkatkan efisiensi,
tetapi juga memperkuat akuntabilitas
serta membuka peluang lebih besar bagi
partisipasi masyarakat. Oleh karena itu,
penerapan teknologi digital dalam
administrasi publik harus terus didorong
untuk menciptakan pemerintahan yang
lebih transparan, responsif, dan inklusif.
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